
: 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten daJam Linglrungan Propinsi Jawa

Tenguh;
2. Ulldang-UlldangNomor 1 Tabun 2004 tentang Pcrbc::ndaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 4355);

Mengingat

Mcnimbang . a. bahws berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (11 Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tabun ?017 tentang

Penyelcnggaraan Kearsipan, JadwaJ Retensi Arsip ditetapken,

oleb Bupati sete1a.h rnendapat persetujuan dari Arsip Nasional

Republik Indonesia;
b. bahwa sesuai dengan Swat Kepala Alsip Nasional Indonesia

Nomar : B-PK.02.09/48/2018 Tanggal27 Pebruari 2018 peri.bal
pP.'ffiP.tujua-nJadwal Retensi Arsip Fasilita-tif Pemerintahan
Daerah Kabupaten Grobogan, Jadwal Retensi Arsip FA~il-jtatif

Keucmgan ill Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Grobogan tclah
disetujui sebingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan peJ"timbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatii Keuangan;

BUPATI GROBOGAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MARA ESA

J.ADWAL RETENSI ARSIP FASIUTATIF KEUANGAN

TENTANG

PERATURAN nurwn CROBOGAN

NOMOR 3b TAJIUN 2018

BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

U\.IH GAOtAH HUKUM~.'(\A.KA.It CAOIIOc ......
U_IMG H U'_' DAN ...._..-I



8. Peraturan Dacrah Kabupateri Grobogan Nomor 15Tabun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor

15, Tambahan Lernharan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

15);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor l52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

'- Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang

Pcmbcntukan Perucuro.n Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik lndonesra Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Ncgara RepubJik Indonesia Tabun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega:ra Republik Indonesia

Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahnn Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republiklndonesia Nomor 5679);
6. Peraruran Pernerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No.mor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepubUk lndonesia
Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala Arsip Na:sional RcpubJik lndonesia Nomor 6
Tahun 2013 t:entang Pedoman Retensi Arstp Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622)

sebagairnana telab diubah dengan Peraturan Kepala Arsip
Naaional Republik Irrdorre-sia Nomor 4 Tabun 2016 tentang

Perubaban Aias Peraturau Kepala Arsip Nasional Rcpublik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
58);



DalamPeraturan Bupati ini, yang dima.ksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemermtahan dnemh yang memimpin pela.ksanaan urusan

pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. Perangkat Daerah adalah unsu: pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat ORcmh Kabupaten daJam penyclenggaraan

Urusan Pemcrintahan yang =enjlldi kewentlJ1gD.D daerah

ka:bupaten.

5. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Organisasi Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab daJam
pembinaan dan pengawasan tara kearsip"n di lingkungan

Pemerintah Daerah.
6. Pencipta Arsip adalab pihak yang mempunyai kernandirian dan

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab

di bidang pengelolaan arsip dinamis,

7. Arsip Ildala.h rekomon kegiatan arau peri.stiwa dalam berbagai

benruk dan media sesuai deugan perkembangan teknologi

infonnasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan. organisasi politik, organisasi kemasvarakatan, dan

perscorarigen do.lrun pelAksanaan kehidupan bennasyarakat.

berbangsa, dan bemegara.

Pasal 1

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Mcnctapkan : PERATURW BUPA1'I TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

~'ASILITATIF KEUANGAN.

MEMUTUSKAN :

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 TaAUD

2017 tentang PenyeJenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan TabUD 2017 Nomor 1, Tambaaan

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor I);



buktisebagaidae.rahkearsipanIembagakepa:da

pertanggungjawahan keuangan instansi.

L2. -Jangka Waktu Simpan (.retensiJ adalab maM simpan minimal

suatujenis arsip pada unit pengolab dan atau unit kearsipan.

13. Jangka Waktu Simpan (retensi) Aktif adalah masa simpan
minima! suatu jenis araip pada unit peogolah. Jangka waktu

simpan araip oktif dihitung sejak arsip diciptakan mulai

diregistrasi hingga selesai diproses.

14. .Jangka Waktu Simpan [retensi] Inaktif adalah masa simpan

minimal suatu jenls arsip pada unit kea.rsipan/pusat arsip,

Jangka wnktu simpcn araip inaktif dihit:ung sejak babisnya

masa retensi arsip aktif sampai nilai gumwya uotuk

kepentingan referensi berakhir.
15. MlISDah pada kolom ·Keterangan- adaJah keterangan yang

menyatalean bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan
karena janglttt wtikl"U peayilnpanannya telah habi;s dan lidak

memiliki nilai guna lagi.

16. Pennanen pada kolom "Keterangan" adalah keterangan

yang menyatakan bahwa sualU jenis arsip yang memiliki

nilai guna sckunder atau nilai gu.na primer, wajib diserahkan

yang merupakan arsip

tugas dan fungsi
nasib akhir arsip

mencerminkan

simpan arsip dan

fasilitatiI yang

9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disin£Pcat JRA ada1ab

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu

penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang

berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan Iltnu ciipennanenkan yang diperguoakan sebagai

pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip,

10. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib

dilakukan terhadap suatu ienis arsip.

11. .JadwalRetensi Arsip Keuangan yang selanjumya disebut ~JRA

Fasilitatif Keuangan adalah JRA yang mengatur u:sia/masa

8. Arsip Keuangan adalah arsip yang bcrkaitan dengan

pengelo1aan keuanganj'fiskal yang mehputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban keuangan,



c. pe1aksanaan anggaran;

(1) Ketentuan mengenai JRA Fasilitatif Keuangan Pemerintahan

Daerah tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) JRA Fasilitatif Keuangan Pcmerintahan Daerah rnemuar j~niR

arsip, retensiataujangka waktu eimpan, dan keterangan,

(3) Jenis Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi :

a. rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD)

dan Anggaran PendapataD dan BeJruIja Dacrah

Perubahan (APED-?);

b. penyusunan anggaran;

Pasa13

BAE m
JADW AL RETENSI ARSlP

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jadwal Rctensi Arsip Fasilitatif

Keuangan adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu

penyimpanan da,n_ penyusutan arsip keuangan Pemerintahan

Daerah.

PasaJ 2

BAS D
MAKSUD DAN TUJUAN

masing-masing,

17. Nilai Guna Arsip ada lab nilai arsip yang didasarkan pada

kegunaannya bagi kcpentingan pengguna arsip.
18. Nilai Gunn Primer .l.do,lah niJai arsip yang dldasarkan pada

kegunaan arsip bagi kepentingan lemuagal Instansi pencipta

arsip.
19. Nilai Guna Sekunder adaJah nilai arsip yang didasarkan pada

kcgunaan ar.rip bagi kepentingan pengguna arsip diluar

pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti

pertaoggungjawaban naaional dan memori kolektif bangsa.

pertanggungjawaban sesuai dengan lingIrup tugas dan fungsi



,
Relcomendasi yang dituangkan dalam kolom keterangan ditetapkan

berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut :
a. musnah., apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak

memiliki nilai guna: atau

Pasal4

d. bantuan/pinjaman luar negeri;
c. pengelolaau APBD/Dana Pinjarnan/llibah LUlU"Negcri

(PHLN);

f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
g. penyaluran anggaran togas pembantuan;
h. penerimaan anagaran tugas pembantuan;

i. pengelolaan anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu
dati AnggllTWl Perrdapatan dan Bclanja Dacrah;

j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya

bantuan Pemilu;
k, pelaksanaan anggaran operasiooal Pemilu;
L pe:menntahan nt!AA; clan

m. pcmcriksa.an / pengawasan JieWUlgan daerch.

(4) Retensi atau jangka waktu simpan arsip lIC!JaK .. jJIIH!l."

dimaksud pada ayat (2) merupakan batas paling singsar jengka

waktu penyimpanan arsip keuangan.
(5) Retensi arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan untuk retensi akti! dan retensi inaktif.
(6) Dalan: menentukan retensi aktif dan rerensi inaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kriteria

sebagai berikut :

a retensi alct!f ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolab; dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan Pencipta Arsip.

F) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi

hingga pokok masalah pada naskah selesai diproscs.

(8) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan
aktifnya

(9) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} memuat

rekomendasi yang rnenetapkan arsip dimusnahkan atau
dipermanenkan



. ,.... _ .. , ..

BERITADAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR :

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggaJ ;>.1_ S' - ,).0\&

Ditetapkan di Prrrwodadi ,
pacta tanggal -,,\'-13- ;lOtS.

fB ROBOG~

~

JtSR£ SUMARNI ~

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

PasaJ 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B.I\B V
PENUTUP
Pasal7

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya
dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan pimpinan Perangkat Daerah.

b. permanent apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan, nilai
guna primer danj'atau nilai guna sekunder.
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